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ABSTRAK 
Asri Nurul Astuti. (8105141530). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Subbagian Akuntansi Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2016. Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan selama 1(satu) bulan PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta beralamat di Kantor Balai Kota, Jl. Medan Merdeka 
Selatan No. 8-9, Jakarta, 10110. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 
(satu) bulan  yang dimulai sejak tanggal 18 Juli 2016 s.d. 19 Agustus 2016 
dengan 5 hari kerja, Senin – Jum’at pada pukul 07:30 s.d.16:00. Tujuan 
dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selain itu untuk 
memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan mengalami kendala selama PKL, namun kendala tersebut dapat 
diatasi dengan mengamati cara kerja pegawai lain serta bertanya kepada 
pegawai disana dan pembimbing praktikan selama PKL. 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Juli 2016 s.d. 19 
Agustus 2016 dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.  
Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis 
lakukan selama 1 (satu) bulan pada Subbagian Akuntansi Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Dr. Siti Nurjanah, S.E.,M.Si, selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Erika Takidah, M.Si, selaku Pembimbing PKL 
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4. Ibu Suhardiyanti Purwani selaku Kepala Subbagian Akuntansi dan 
Pembimbing PKL pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
5. Seluruh Pegawai di Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
6. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan 
dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dalam penulisan 
laporan PKL ini 
7. Seluruh teman-teman di Pendidikan Akuntansi A 2014 yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, 
bantuan, dan saran dalam penyusunan Laporan PKL ini. 
Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala 
kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga 
penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta 
bagi pembaca umumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada 
otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara 
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya 
terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 
daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan undang-undang. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang 
dipilih secara demokratis.  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala 
daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut 
wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota 
disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, 
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
2 
 
 
 
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. 
Oleh karena itu setiap mahasiswa membutuhkan pengalaman yang dapat 
berguna di dunia kerja. Maka Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 
kepada seluruh peserta didik untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan. 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat 
selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. Program ini juga 
berguna untuk melatih mahasiswa untuk beradaptasi dilingkungan kerja 
dan dapat mengetahui kemampuan apa saja yang dibutuhkan di dunia 
kerja.  
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran melalui 
pengalaman yang didapatkan dari dunia kerja salah satunya sebagai staff 
akuntansi di perusahaan. Selain itu, PKL ini juga diharapkan agar dapat 
menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan 
instansi pemerintahan maupun swasta yang ada sehingga ketika etos kerja 
dari praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 
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Diharapkan pula dengan melakukan praktik, para lulusan UNJ nantinya 
dapat dipekerjakan di instasi tersebut.   
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk :  
1. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi.  
2. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang 
di dapat di perkuliahan yaitu Akuntansi.  
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di 
dunia kerja yang sesungguhnya.  
4. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku 
perkuliahan pada dunia kerja nyata.   
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah :  
1. Memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan di dunia kerja yang 
nyata 
2. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah 
didapatkan, dengan memberikan kontribusi pengetahuan kepada 
perusahaan sesuai dengan program studi Pendidikan Ekonomi 
konsentrasi Pendidikan Akuntansi.  
3. Menambah pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.  
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4. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi.  
5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif 
yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan.  
6. Menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan perusahaan terkait 
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
PKL mempunyai manfaat bagi mahasiswa, universitas, dan instansi 
tempat praktikan melaksanakan PKL. Adapun kegunaan PKL adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi praktikan 
a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, 
pengalaman serta menerapkan dan membandingkan pengetahuan 
akademis yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan dengan 
keadaan di dalam dunia kerja. 
b. Sebagai sarana untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai 
dengan pengetahuan yang telah didapatkan selama mengikuti 
perkuliahan. 
c. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab 
dalam menjalankan suatu pekerjaan.  
d. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
lainnya yang bisa didapatkan di dunia kerja nyata.  
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e. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja yang 
sesungguhnya setelah mendapat gelar Sarjana.   
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai sarana pengenalan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi khususnya jurusan Ekonomi dan Administrasi program 
studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dan 
sebagai pertimbangan dalam menyusun program pendidikan di 
Universitas  Negeri Jakarta (UNJ).  
b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelaksanaan program PKL. 
c. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang 
didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia 
kerja.  
d. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-
tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga.  
e. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan instansi yang ditempati 
untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL).   
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3. Bagi Instansi 
a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 
sosial kelembagaan.  
b. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang terkait.  
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 
belah pihak.   
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Balaikota DKI Jakarta 
dan ditempatkan pada Subbagian Staf Akuntansi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut 
adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan :  
Nama instansi : Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 
16, Jakarta Pusat, Jakarta, 10110. 
Telepon/Fax   : Telepon (021) 3822239 / Fax (021) 3822636 
E-mail     : dki@jakarta.co.id 
Website    : www.jakarta.go.id 
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Praktikan melaksanakan PKL di Balaikota DKI Jakarta pada 
Subbagian Staf Akuntansi Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda. 
Praktikan melakukan beberapa pekerjaan, seperti menginput data Buku 
Kas Umum Biro-Biro, membuat laporan keuangan Biro AKAS 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semester I, dan mekonsolidasi laporan 
keuangan 10 biro semester I 
E. Jadwal Waktu PKL  
Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 18 Juli s.d.19 Agustus 2016. Dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan waktu kerja yang ditentukan oleh Balai Kota DKI 
Jakarta yaitu dengan 5 hari kerja, Senin – Jum’at pada pukul 07.30 s.d 
16.00 WIB. Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut :  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi selama bulan Januari-
Februari 2016 mengenai tempat instansi/perusahaan yang sesuai untuk 
praktik bulan Juli-Agustus 2016. Setelah menemukan instansi yang sesuai 
praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas 
Ekonomi untuk diberikan pada pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan 
persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, 
praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). 
Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan Maret 2016, surat pengantar 
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tersebut diberikan kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan persetujuan pada 
bulan April 2016.   
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli s.d 19 Agustus 2016, dengan 
ketentuan jam operasional:  
Hari masuk    : Senin – Jumat  
Jam kerja    : 07.30 – 16.00 WIB  
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB   
Pada tanggal  18 Juli 2016, praktikan dihubungi untuk datang 
pukul 07.00 WIB untuk melakukan tahap pengenalan serta pembekalan 
pra–PKL. Program tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Bagian 
Kepegawaian, Pelaporan dan Aset, yang dipimpin oleh Pak Slamet selaku 
Kepala Bagian Kepegawaian, Pelaporan dan Aset (KPA) dan Bu 
Suhardiyanti Purwani selaku Kepala Subbagian Akuntansi serta 
pembimbing praktikan. Praktikan diberi arahan mengenai beberapa materi, 
yaitu;  
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 Pengenalan tentang Subbagian Akuntansi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
 Pengenalan Sistem Praktik di Subbagian Akuntansi Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta  
 Tata tertib peserta praktik  
 Orientasi penempatan   
 
3. Tahap Pelaporan  
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 
September-Oktober 2016. Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data-data tersebut 
diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan.    
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
Sejarah berdirinya Balai Kota dibangun pada abad ke-19 dengan 
gaya Tuscan. Terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan, semula digunakan 
sebagai tempat kediaman Burgemeester (walikota) disamping untuk kantor 
penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta. Baru kemudian menjadi 
kantor Balai Kota sepenuhnya; setelah rumah kediaman resmi walikota 
dibuatkan di Jl. Suropati No.7, Jakarta Pusat. 
Pada saat terjadi pemekaran Kota Batavia ke arah selatan 
(Weltevreden), kantor-kantor pemerintahan juga ikut berpindah. Kantor 
Balai Kota (Stadhuis) berpindah dari Batavia Lama ke Jl. Tanah Abang 
Barat No. 35 (tahun 1913). Kemudian tahun 1919 pindah ke Jl. Medan 
Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat. Adapun bangunan No.8 
dipergunakan sebagai kantor dan tempat kediaman Residen Jawa Barat, 
sedangkan bangunan No.9 dipergunakan untuk kantor Gemeente Batavia 
dan rumah kediaman Burgemeester. Pada tanggal 1 Oktober 1926 kantor 
Gemeente Batavia diganti menjadi kantor Stads Gemeente Batavia sampai 
masa pemerintahan Jepang. 
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Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) gedung tersebut untuk 
kantor Jakarta Tokubetsusi dengan kepala pemerintahannya disebut sityoo. 
Kemudian pada masa Indonesia Merdeka nama Jakarta Tokubetsusi 
diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dengan kepala 
pemerintahan disebut walikota. Kantor Pemerintahan Nasional Kota 
Jakarta kemudian disebut Balai Agung, dengan walikota pertama dijabat 
oleh Suwiryo. 
Sekitar tahun 1954 masa pemerintahan Walikota Soediro, kantor 
Balai Kota diperluas dengan penambahan gedung No.8. Dengan demikian 
kantor Balai Kota DKI Jakarta menempati dua gedung, yakni Jl. Medan 
Merdeka Selatan No.8 dan 9. Pada tahun 1961 dengan adanya Keputusan 
Presiden tentang penggantian sebutan Kotapraja Jakarta Raya menjadi 
Pemerintah DKl Jakarta, maka kepala pemerintahannya tidak lagi seorang 
walikota melainkan gubernur. Sejak saat itu gedung Balai Kota lebih 
difungsikan sebagai kantor Pemerintah DKl Jakarta. 
Pada masa pemerintahan Gubemur Ali Sadikin, Balai Kota 
diperluas dan dilengkapi dengan gedung baru berarsitektur modern dengan 
fasilitas perkantoran yang lengkap. Dalam perkembangan selanjutnya 
bangunan di Jl. Medan Merdeka Selatan No.9 dibongkar, untuk kemudian 
didirikan bangunan bertingkat yang terkenal dengan nama kompleks Balai 
Kota. Sedangkan bangunan kuno yang terletak di JI. Medan Merdeka 
Selatan No.8 masih berdiri dengan megah. Selain bangunan kuno yang 
masih ada di komplek Balai Kota ini, bangunan lainnya merupakan 
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bangunan baru yang didirikan sekitar abad ke-20. Termasuk pula dalam 
komplek Balai Kota Pemerintah DKI Jakarta adalah gedung bertingkat 
yang menghadap ke Jl. Kebon Sirih.
1
 
Balai Kota DKI Jakarta merupakan sebuah bangunan 
administrative yang menjadi tempat kerja resmi Gubernur serta Wakil 
Gubernur. Balai Kota DKI Jakarta juga merupakan tempat 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh 
Gubernur dan perangkat daerah. Salah satu perangkat daerahnya adalah 
sekretariat daerah dimana  secretariat daerah adalah unsur staff Pemerintah 
Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 
menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan 
perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Sekretariat Daerah; 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Sekretariat Daerah; 
c. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; 
                                                          
1 http://www.jakarta.go.id/ diakses pada 27 Oktober 2016 
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d. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah;  
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah 
oleh Perangkat Daerah; 
f. Pembinaan administrasi dan aparatur Daerah; 
g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan 
pimpinan dan Sekretariat Daerah; 
h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah; 
i. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, 
transparansi, akuntabilitas dan pelaporan Perangkat Daerah; 
j. Penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah dan protokol;  
k. Fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan 
lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;  
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan 
m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat Daerah. 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 
 Sekretaris Daerah; 
 Asisten Pemerintahan; 
 Asisten Administrasi dan Keuangan;  
 Asisten Perekonomian; 
 Asisten Pembangunan  dan Lingkungan Hidup; 
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 Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan 
 Kelompok Jabatan Fungsiona 
Asisten Pemerintahan  sebagaimana dimaksud pada susunan 
organisasi sekretariat daerah huruf  b, terdiri dari : 
a. Biro Tata Pemerintahan; 
b. Biro Hukum; 
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan 
d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. 
Asisten Administrasi  dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
susunan organisasi sekretariat daerah huruf c, terdiri dari : 
e. Biro Umum; dan 
f. Biro Administrasi dan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah. 
Asisten Perekonomian sebagaimana dimaksud pada susunan 
organisasi sekretariat daerah huruf d, terdiri dari : 
g. Biro Perekonomian. 
Asisten Pembangunan dan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada susunan organisasi sekretariat daerah huruf e, terdiri dari : 
h. Biro  Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.  
Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada  
susunan organisasi sekretariat daerah huruf f, terdiri dari : 
15 
 
 
 
i. Biro Kesejahteraan Sosial; dan 
j. Biro Pendidikan dan Mental Sipiritual. 
Gambaran Umum Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda berada dibawah koordinasi Asisten 
Administrasi dan Keuangan yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian 
dengan struktur organisasi sebagai berikut: 
1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
b. Sub Bagian Keuangan Deputi; dan 
c. Sub Bagian Penganggaran 
2. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 
b. Sub Bagian Tata Usaha Deputi; dan 
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro 
3. Bagian Kepegawaian, Pelaporan, dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri 
dari: 
a. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah 
b. Sub Bagian Akuntansi; dan 
c. Sub Bagian Aset Sekretariat Daerah 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda mempunyai visi untuk menjadi biro yang dapat 
mengelola administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang efisien, 
efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun misi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda sebagai berikut: 
1. Mewujudkan peran dan fungsi Biro dalam pengelolaan administrasi 
keuangan dan aset Sekretariat Daerah; 
2. Mewujudkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD 
Sekretariat Daerah; dan 
3. Mewujudkan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat 
Daerah 
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mempunyai 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri, Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keungan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada 
entitas pelaporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada 
Keputusan Gubernur Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi 
dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemprov DKI Jakarta.
 2
 
 
 
 
                                                          
2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 
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B. Stuktur Organisasi 
Deskripsi pekerjaan para pegawai: 
1. Kepala Bagian Keuangan Setda 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
c. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah 
d. Pengelolaan keuangan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur 
 
2. Kepala Bagian Administrasi Setda 
a. Penatausahaan aset Sekretariat Daerah 
b. Penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan penatausahaan keuangan 
dan aset Sekretariat Daerah 
c. Penyusunan kebijakan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur 
d. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur 
e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
f. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
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3. Kepala Bagian Kepegawaian, Pelaporan dan Aset Setda 
a. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah 
dan aset Sekretariat Daerah 
b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah 
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
 
4. Staf Subbagian Kepegawaian Setda 
a. Membuat/proses Term of Reference (TOR) Subbagian 
Kepegawaian Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
Pemprov DKI Jakarta 
b. Membuat/proses Administrasi Keuangan Subbagian Kepegawaian 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
c. Membuat/proses laporan kepegawaian Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
d. Membuat/proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
e. Menghimpun rencana kebutuhan penempatan pegawai Biro di 
lingkungan Setda Pemprov DKI Jakarta 
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f. Menghimpun/merekap Analisa Jawaban (ANJAB) dan Analisa 
Beban Kerja (ABK) pegawai Biro di lingkungan Setda Pemprov 
DKI Jakarta 
g. Membuat/proses mutasi pegawai Biro di lingkungan Setda 
Pemprov DKI Jakarta 
h. Membuat laporan pembinaan pegawai Biro di lingkungan Setda 
Pemprov DKI Jakarta 
i. Menghimpun dan proses kinerja para pegawai Biro di lingkungan 
Setda Pemprov DKI Jakarta 
j. Membuat laporan data kepagawaian Biro Administrasi Keuangan 
dan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
k. Menghimpun dan mengarsipkan cuti pegawai di lingkungan Biro 
Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
l. Menghimpun dan mengarsipkan data dan nama-nama pegawai Biro 
Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta sebagai 
Peserta Diklat dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta 
m. Menghimpun, memproses dan mengarsipkan data kepangkatan 
kepegawaian Biro Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov 
DKI Jakarta 
n. Merekap, memproses serta mengarsipkan data pegawai Biro 
Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
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o. Menghimpun dan mengarsipkan Daftar Urutan Kepegawaian 
(DUK) Biro Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI 
Jakarta 
p. Mengolah dan mengarsipkan Data Kepegawaian Biro Administrasi 
Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
q. Menghimpun dan merekap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro 
Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
r. Mengarsipkan Dokumen-Dokumen Kepegawaian Biro 
Administrasi Keuangan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
 
5. Staf Subbagian Akuntansi Setda 
a. Meneliti dan mengoreksi pelaksanaan Siklus Akuntansi Keuangan 
b. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan pada: 
 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 
 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual 
 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
 Biro Umum 
 Biro Hukum 
 Biro Perekonomian 
 Biro Kesejahteraan Sosial 
 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
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c. Membuat Laporan Keuangan Biro Administrasi Keuangan dan 
Aset Setda semester I dan Akhir 
d. Menyusun Laporan Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap 
e. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi semester I dan Akhir 
f. Memverifikasi dokumen laporan keuangan 
g. Mengklarifikasi dokumen laporan keuangan 
h. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi 10 biro 
 Pendapatan 
 Belanja  
 Aset  
i. Membuat Laporan Kegiatan pada Subbagian Akuntansi 
j. Melaksanakan tugas lain sesuai disposisi pimpinan 
 
6. Staf Subbagian Aset Setda 
a. Membuat rencana (anggaran dan kegiatan) pemeliharaan aset Biro 
di lingkungan Setda 
b. Melaksanakan identifikasi dan analisis permohonan pemeliharaa 
aset Setda 
c. Menyusun laporan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah 
d. Menghimpun dan mencatat data aset Sekretariat Daerah 
e. Melakukan penelitian kelengkapan SPJ kegiatan Subbagian Aset 
Setda 
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f. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Subbagian Aset 
Setda 
g. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Aset Setda 
h. Meneliti usulan pemeliharaan KDO Biro-Biro di lingkungan 
Sekretariat Daerah 
i. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan/perawatan aset Setda 
secara berkala 
j. Menginventarisasi aset tetap Biro-Biro di lingkungan Sekretariat 
Daerah 
k. Membuat rekapitulasi biaya-biaya (service, bahan bakar minyak, 
accu ban dan perpanjang STNK) KDO Biro-Biro di lingkungan 
Sekretariat Daerah 
l. Membuat naskah dinas (Surat Keputusan) pemeliharaan dan 
penghapusan KDO di lingkungan Sekretariat Daerah 
m. Meneliti dan mengevaluasi kelayakan pakai barang di lingkungan 
Setda 
n. Melakukan koordinasi dengan Biro-Biro di lingkungan Setda 
o. Mengelola surat masuk dan surat keluar Subbagian Aset Setda 
p. Mengetik dan memproses naskah dinas untuk kelancaran tugas, 
pokok dan fungsi Subbagian Aset Setda 
q. Memantau perkembangan naskah dinas Subbagian Aset Setda 
r. Mempersiapkan bahan/kelengkapan rapat Subbagian Aset Setda 
s. Mendokumentasikan surat kedinasan Subbagian Aset Setda 
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t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah pemimpin 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah instansi pemerintah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada 
otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara 
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya 
terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 
daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan undang-undang. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang 
dipilih secara demokratis.  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala 
daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut 
wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota 
disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, 
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai 
24 
 
 
 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
3
                                                          
3 http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/ diakses pada 27 Oktober 2016 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Balaikota DKI 
Jakarta dan ditempatkan pada Subbagian Akuntansi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan 
program studi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi.  Bidang pekerjaan 
pada Subbagian Akuntansi Setda sebagai berikut: 
a. Meneliti dan mengoreksi pelaksanaan Siklus Akuntansi Keuangan 
b. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan pada: 
 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 
 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual 
 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
 Biro Umum 
 Biro Hukum 
 Biro Perekonomian 
 Biro Kesejahteraan Sosial 
 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
c. Membuat Laporan Keuangan Biro Administrasi Keuangan dan 
Aset Setda semester I dan Akhir 
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d. Menyusun Laporan Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap 
e. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi semester I dan Akhir 
f. Memverifikasi dokumen laporan keuangan 
g. Mengklarifikasi dokumen laporan keuangan 
h. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi 10 biro 
 Pendapatan 
 Belanja  
 Aset  
i. Membuat Laporan Kegiatan pada Subbagian Akuntansi 
j. Melaksanakan tugas lain sesuai disposisi pimpinan 
Pada dasarnya di Subbagian Akuntansi ini deskripsi kerjanya 
cukup kompleks karena mencakup akuntansi dan pelaporan pada 10 Biro 
di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Namun pada 
Praktek Kerja Lapangan ini, praktikan hanya berfokus pada 3 hal di 
subbagian Akuntansi. Adapun pekerjaan yang praktikan lakukan selama 
satu bulan adalah sebagai berikut:  
1. Menginput data Buku Kas Umum (BKU) Biro-Biro 
2. Membuat laporan keuangan Biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semester I 
3. Membuat laporan keuangan Konsolidasi 10 Biro semester I 
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B. Pelaksanaan Kerja 
1. Menginput Data Buku Kas Umum (BKU) Biro-Biro 
a. Praktikan mendapat Buku Kas Umum dari masing-masing biro 
yang dibuat oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran biro 
b. Praktikan menginput data transaksi yang terdapat pada BKU ke 
dalam system buatan pegawai pada Mincrosoft Excel. Pertama, 
praktikan menginput tanggal transaksi. Kemudian, menentukan 
jenis transaksi apakah penerimaan SP2D UP/GU/TU, pembelian 
barang dan jasa, pembayaran utang, penyetoran pajak, atau setoran 
sisa kegiatan. Selanjutnya, menentukan pembayaran untuk UP, LS, 
atau Utang. Kegiatan selanjutnya praktikan memasukan kode 
kegiatan dimana kode kegiatan ini tergantung dari setiap masing-
masing biro dan memasukan No. Bukti yang merupakan No. BKU 
dari setiap masing-masing biro. Kemudian, praktikan 
menguaraikan transaksi yang terdapat di BKU ke dalam system 
tersebut. Dan langkah terakhir adalah mengklik simpan dan 
inputan data ini akan menghasilkan laporan keuangan yang 
lengkap. 
 
2. Membuat laporan keuangan Biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semester I 
Praktikan membuat laporan keuangan Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semester I 
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dengan menggunakan system buatan pegawai pada Microsoft Excel. 
Dimana system ini akan membuat secara otomatis dari jurnal hingga 
neraca lajur dan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, 
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca dengan 
menginput BKU ke dalam system buatan pegawai pada Microsoft 
Excel.   
 
3. Membuat laporan keuangan Konsolidasi 10 Biro semester I 
Praktikan membuat laporan keuangan Konsolidasi 10 Biro 
semester I dengan menggabungkan dan mengkonsolidasikan laporan 
keuangan dari 10 Biro, seperti: 
 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 
 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual 
 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
 Biro Umum 
 Biro Hukum 
 Biro Perekonomian 
 Biro Kesejahteraan Sosial 
 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
Praktikan mengumpulkan laporan keuangan dari 10 Biro 
tersebut  lalu di gabungkan menjadi satu ke dalam system buatan 
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pegawai pada Microsoft Excel dimana system tersebut sudah terdapat 
rumus-rumus atau matriks yang akan mengkonsolidasikan secara 
otomatis. 
 
4. Mengoreksi Laporan Kas Biro-Biro dengan Laporan BKU 
Praktikan mengoreksi laporan kas biro-biro dengan laporan 
BKU dimana laporan kas yang dibuat harus sesuai dengan laporan 
BKU. Apabila terdapat kesalahan atau selisih antara laporan kas 
dengan laporan BKU dapat diperbaiki dengan cara mengubah data dari 
system buatan pegawai pada Microsoft Excel. Maka laporan kas dan 
laporan BKU akan sama dan sesuai. 
 
5. Mencacah barang aset Setda (memberi label pada aset Biro Umum) 
Praktikan mencacah barang aset Setda (memberi label pada 
aset Biro Umum) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta untuk 
menandai kepemilikan bahwa aset-aset tersebut milik Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. Dimana barang pada aset Biro Umum ini 
berjumlah sangat banyak dan tersebar di seluruh lingkungan Balai 
Kota. Barang pada aset Biro Umum ini rata-rata sudah berumur lebih 
dari 10 tahun. Tentunya pada pencacahan barang aset Setda ini 
memerlukan waktu yang lama bahkan pencacahan ini sudah 
berlangsung selama 6 bulan. 
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6. Mengarsipkan data rekapitulasi tenaga ahli BAPPEDA tahun 
Anggaran 2016 
Praktikan mengarsipkan data rekapitulasi tenaga ahli 
BAPPEDA tahun Anggaran 2016. Data-data yang diarsipkan seperti: 
 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
 Foto Copy Surat Penyedia Dana (SPD) 
 Kwitansi yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga, PPTK, 
Bendahara, dan disetujui ditandatangani oleh PA/KPA 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Dokumen 
SPP-LS dari PPTK 
 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/Wajib Pajak dan 
Distempel 
 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PA/KPA atau 
PPK dengan Pihak ke-3 
 Foto Copy Rekening Bank Pihak ke-3 
 Foto Copy NPWP Pihak ke-3 
 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan 
Lampirannya 
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7. Melengkapi berkas pada 10 Biro untuk penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD/UKPD semester I tahun Anggaran 2016 
Praktikan melengkapi berkas pada 10 Biro untuk penyusunan 
Laporan Keuangan SKPD/UKPD semester I tahun Anggaran 2016. 
Berkas-berkas yang dilengkapi seperti: 
 Buku Kas Umum Bulan Juni 
 Rekening Koran Bulan Juni (Per 30 Juni 2016) 
 Rekap Pajak Periode Januari s.d Juni 2016 
 Berita Acara Pemerikasaan Kas Per 30 Juni 2016 
 Daftar Hutang Pajak dan Tali Per 30 Juni 2016 
 Daftar Hutang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2016 
 Daftar Setoran Pengembalian LS/TU s.d 30 Juni 2016 
 Rekap Mutasi Aset Per 30 Juni 2016 
 Daftar Persedian  (Stock Opname) Per 30 Juni 2016 
 Daftar Penyisihan Piutang Per 30 Juni 2016 
 Rekap Beban Per 30 Juni 2016 
 Rekap Pendapatan LO Per 30 Juni 2016 
 Rekap RK PPKD Per 30 Juni 2016 
 Rekap Koreksi Ekuitas Per 30 Juni 2016 
 Neraca Per 30 Juni 2016 
 Laporan Operasional Per 30 Juni 2016 
 Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2016 
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 Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2016 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam  setiap  hal,  tentu  akan  ditemui  berbagai  kendala dan 
hambatan. Begitu pula pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan oleh praktikan karena PKL  merupakan  hal  yang  baru 
dilakukan  oleh  praktikan,  maka praktikan  berusaha  menyesuaikan  diri 
dengan  lingkungan  kerja. Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  
praktikan  selama  melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Terbatasnya sarana prasarana di tempat kerja 
Maksudnya adalah praktikan tidak mendapatkan sarana 
prasarana seperti computer sendiri dalam melakukan pekerjaan. 
Praktikan dalam melakukan pekerjaan menggunakan computer dari 
salah satu pegawai yang pekerjaannya tidak terlalu banyak 
menggunakan computer. Tentunya praktikan mengalami kendala 
apabila pegawai tersebut menggunakan computer miliknya dan 
pekerjaan praktikan belum selesai dikerjakan. 
 
2. Penggunaan system baru dalam melaksanakan pekerjaan 
Praktikan mengalami kendala pada saat pertama kali 
menggunakan system baru tersebut dikarena praktikan belum 
mengetahui bagaimana cara pengoperasianya pada system baru 
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tersebut. Selain itu dikarenakan pegawai yang mengetahui seluk beluk 
dari system tersebut hanya 1 orang maka praktikan mengalami kendala 
pada saat belajar memahami system baru tersebut karena praktikan 
harus menunggu giliran dengan pegawai lainnya yang akan belajar 
system baru tersebut juga. 
 
3. Tidak lengkapnya data BKU yang diberikan oleh masing-masing biro  
sehingga memperlambat kinerja praktikan 
Praktikan mengalami kendala pada saat mengiput data BKU 
dimana data BKU tersebut memiliki informasi yang kurang lengkap 
seperti tidak terdapat kode kegiatan. Kode kegiatan masing-masing 
biro itu berbeda dan setiap angka pada kode kegiatan itu memiliki 
fungsi yang berbeda. 
 
4. Sering kali ada waktu kosong dikarenakan keterlambatan pengiriman 
data dari setiap biro 
Praktikan mengalami kendala apabila pada setiap biro 
terlambat mengirimkan data ke biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda, seperti pada biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup yang 
terlambat mengirimkan data karena masih terdapat selisih di 
pendapatan. Tentunya akan memperlambat kinerja praktikan dan 
praktikan memiliki banyak waktu kosong.  
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan kendala yang di hadapi, praktikan melakukan hal-hal 
untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Kendala terbatasnya sarana prasarana di tempat kerja sebenarnya 
disebabkan karena pada Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
belum pernah menerima mahasiswa PKL pada bironya. Selain itu pada  
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda juga baru terbentuk pada 
tahun 2015 sehingga pada Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
tidak memiliki tempat kerja yang luas di lantai 16. Oleh sebab itu 
sarana prasarananya belum memadai untuk mahasiswa PKL. Dimana 
yang dimaksudkan dengan sarana prasarana adalah: 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana 
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 
maksud dan tujuan; alat. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh 
berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 
Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda 
yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-
benda yang tidak bergerak.
4
 
 
Oleh karena itu praktikan mengatasi kendala tersebut dengan 
memanfaatkan secara maksimal sarana prasarana yang ada di Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda. Misalnya, praktikan 
menggunakan computer pada salah satu pegawai yang pekerjaanya 
lebih sering berada dilapangan. 
                                                          
4
 Mulyani, Sri dkk, Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaran Administrasi Perkantoran, 
(Jakarta: Erlangga, 2008). Hal 43 
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2. Cara mengatasi kendala pada penggunaan system baru dalam 
melaksanakan pekerjaan praktikan melakukan pembelajaran dari 
system baru tersebut secara maksimal dengan Pendekatan Saintifik. 
Yang dimaksudkan dengan pendekatan saintifik adalah: 
Pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di 
Sekolah, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah berdasarkan 
aturan Kurikulum 2013. Pendekatan saintifik merupakan kerangka 
ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. Langkah-
langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari 
langkah-langkah ilmiah pada sains. Langkah-langkah pembelajaran 
dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi/eksperimen, mengasosiasikan/mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan.
5
 
Dengan pendekatan saintifik ini praktikan mengamati pegawai 
ketika pegawai yang membuat system baru tersebut mengajarkan 
pegawai lainnya atau sedang melakukan pekerjaannya. Selain itu 
apaliba praktikan tidak memahami dari yang diamati praktikan akan 
bertanya kepada pegawai yang membuat system baru tersebut. Apabila 
praktikan yang sedang diajarkan oleh pegawai yang membuat system 
baru tersebut praktikan akan mengumpulkan informasi sebanyak 
mungkin dan mencatat hal-hal yang penting agar praktikan tidak selalu 
bertanya kepada pegawainya dan pekerjaan praktikan bisa lebih cepat 
terselesaikan. Setelah mendapatkan informasi yang banyak mengenai 
system baru tersebut praktikan akan mengolah informasi tersebut agar 
mudah di pahami oleh praktikan dengan membuka system tersebut dan 
berusaha memahaminya sendiri.  
                                                          
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV 
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3. Cara mengatasi tidak lengkapnya data BKU yang diberikan oleh 
masing-masing biro seperti tidak terdapatknya kode kegiatan dengan 
praktikan bertanya kepada salah satu pegawai yang membuat kode 
kegiatan tersebut. Kemudian praktikan belajar dan memahami 
mengenai fungsi dari setiap angka yang terdapat pada kode 
kegiatannya. Jadi praktikan tidak akan selalu bertanya kepada pegawai 
di Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda agar pekerjaan yang 
dikerjakan dapat lebih cepat terselesaikan. 
4. Cara mengisi waktu kosong pada PKL, praktikan membantu pegawai 
dari subbagian yang lain seperti pada subbagian Aset mencacah barang 
Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Balai Kota. 
Selain itu praktikan juga akan membantu pada subbagian Kepegawaian 
dengan membantu memfotocopy berkas-berkas kepegawaian dan 
diarsipkan ke dalam arsip Kepegawaian. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh 
banyak pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi. 
Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di Balai Kota pada Subbagian Staf Akuntansi Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:  
1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan mata 
kuliah Akuntansi Pemerintah yang dipelajari di bangku kuliah. 
2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan mata 
kuliah Pengantar Akuntansi I yang dipelajari di bangku kuliah. 
3. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan 
kerja. 
4. Praktikan dapat lebih mempelajari tanggung jawab dan 
kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. 
5. Praktikan menjadi bisa mengetahui dunia pekerjaan dan bisa 
menerapkan teori yang telah didapat praktikan di bangku 
perkuliahan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. 
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6. Praktikan dapat mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan 
Tinggi yaitu pengabdianmasyarakat dengan mengamalkan ilmu yang 
telah dipelajari di bangku kuliah dalam dunia kerja. 
Selain itu praktikan sudah dapat mencapai maksud dari Praktek 
Kerja Lapangan ini yaitu praktikan sudah dapat memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
Dan praktikan juga sudah dapat mencapai tujuan dari Praktek Kerja 
Lapangan ini seperti memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan di 
dunia kerja yang nyata; dapat membandingkan dan menerapkan 
pengetahuan akademis yang telah didapatkan, dengan memberikan 
kontribusi pengetahuan kepada perusahaan sesuai dengan program studi 
Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi; dan menambah 
pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.  
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan, ada beberapa saran yang kiranya praktikan berikan 
untuk dapat membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
kedepannya agar lebih baik. berikut  ini  adalah  saran  yang  bisa 
praktikan berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu : 
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1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya 
selalu berkomunikasi dengan mahasiswa lain yang telah 
melaksanakan PKL agar lebih memudahkan dalam mencari tempat 
PKL. 
b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan segala hal 
yang berhubungan dengan PKL dipersiapkan dari jauh – jauh  hari 
seperti mencari tempat PKL dan berkas – berkas untuk memenuhi 
syarat PKL. 
c. Setelah mendapatkan tempat PKL mahasiswa diharapkan 
Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh 
tanggungjawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama 
baik Universitas.  
d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi dengan karyawan dan memahami pekerjaan 
yang diberikan serta menjalin hubungan baik dengan para pegawai di 
tempat PKL untuk dapat memperoleh informasi dan pengetahuan 
yang terkait dengan bidang kerja yang sedang dilakukan. 
 
 
 
 
40 
 
 
 
2. Bagi pihak Universitas  
a. Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi 
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan 
tempat PKL.  
b. Memberikan pengarahan terhadap mahasiswa sebelum melakukan 
PKL. 
c. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait program PKL agar 
memiliki persiapan dalam melaksanakan PKL. 
 
3. Bagi pihak instansi 
a. Berikanlah penugasan yang sesuai dengan kemampuan kepada setiap 
peserta PKL yang sedang melaksanakan PKL di Instansi tersebut 
sehingga peserta PKL dapat melaksanakan tugas nya dengan baik dan 
benar. 
b. Instansi memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar 
dapat menjalakan tugas dengan baik dalam melaksanakan PKL. 
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Lampiran 1 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama  : Asri Nurul Astuti 
No. Registrasi : 8105141530 
Konsentrasi : Pendidikan Akuntansi A 2014 
NO. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan Bahasa yang 
baku, baik, dan benar 
 
0 – 15  
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2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan 
keahlian bidang studi 
b. Kejelasan uraian 
 
0 – 25  
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan 
uraian tulisan 
 
0 – 25  
B. Penilaian Persentasi Laporan   
1. Penyajian 
a. Sistematika penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan Bahasa lisan 
yang baik, benar dan efektif 
 
0 – 20  
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2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan 
mempertahankan argument 
 
0 – 20  
JUMLAH 
  
Jakarta, ……………………... 
Penilai,    
 
……………………………… 
NIP.    
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Lampiran 2 
Logo Balai Kota DKI Jakarta 
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Lampiran 3 
Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 4 
Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 5 
Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 6 
Lembar Absensi PKL 
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Lampiran 7 
Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 8 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
NO. Bulan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Jul Agu Sep Okt 
1. Pendaftaran PKL         
2. 
Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan 
untuk penempatan PKL 
  
 
 
    
3. 
Surat Permohonan ke 
Instansi/Perusahaan 
  
 
 
    
4. Penentuan Supervisor         
5. 
Pelaksanaan Program 
PKL 
  
 
 
    
6. Penulisan Laporan PKL         
7. 
Penyerahan Laporan 
PKL 
  
 
 
    
8. Koreksi Laporan PKL         
9. 
Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
  
 
 
    
10. 
Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
  
 
 
    
53 
 
 
 
11. 
Penutupan Program 
PKL dan Pengumuman 
Nilai PKL 
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Lampiran 9 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Balai Kota DKI Jakarta 
No Hari Tanggal Aktivitas Pembimbing 
1. Senin 18 Juli 2016 
 Menerima arahan dari Pak 
Slamet mengenai Biro AKAS 
dan pekerjaan yang akan 
dilakukan selama PKL 
 Diperkenalkan dengan 
pegawai di Subbagian 
Akuntasi Biro AKAS 
 Melaksanakan APEL pagi 
 Merevisi data buku kas 
umum 
 Fotokopi Laporan Keuangan 
Konsolidasi 2015 Buku 2 
lampiran 3-1 
Ibu Pur 
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2. Selasa 19 Juli 2016 
 
 Fotokopi Laporan Keuangan 
Konsolidasi 2015 Buku 2 
lampiran 3-2 
 Mencacah barang aset Setda 
(memberi label pada aset Biro 
Umum) 
 Menghitung nilai aset Biro 
AKAS 
 Menginput data BKU Biro 
Kesejahteraan Sosial bulan 
Mei 
Ibu Pur 
3. Rabu 20 Juli 2016 
 Menginput data BKU Biro 
Kesejahteraan Sosial bulan 
Mei 
 Mengikuti rapat Laporan 
Keuangan semester I 2016 
dan Laporan Konsolidasi 10 
Biro 
 Menginput BKU Biro Hukum 
bulan Januari – Maret 2016 
Ibu Pur 
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4. Kamis 21 Juli 2016 
 Menginput BKU Biro Hukum 
bulan Mei – Juni 2016 
Ibu Pur 
5. Jumat 22 Juli 2016 
 Menginput BKU Biro Umum 
bulan Juni 2016 
Ibu Pur 
6. Senin 25 Juli 2016 
 Melaksanakan APEL pagi 
 Mempelajari sistem yang 
berlaku di Biro AKAS 
Ibu Pur 
7. Selasa 26 Juli 2016 
 Mencacah barang aset Setda 
(memberi label pada aset Biro 
Umum) 
 Mengoreksi Laporan Kas 
Biro Umum dengan Laporan 
BKU 
 Mengoreksi Laporan Kas 
Biro Hukum dengan Laporan 
BKU 
Ibu Pur 
8. Rabu 27 Juli 2016 
 Mengarsipkan data laporan 
 Fotocopy data tenaga ahli 
Elle dan Ismail 
Ibu Pur 
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 Mengarsipkan data 
rekapitulasi tenaga ahli 
BAPPEDA tahun Anggaran 
2016 
9. Kamis 28 Juli 2016 
 Mengoreksi Laporan Kas 
Biro PKLH dengan Laporan 
BKU 
 Mengkonlidasi neraca lajur 
10 Biro 
 Mempelajari gambaran 
umum Balai Kota dan Biro-
Biro 
Ibu Pur 
10. Jumat 29 Juli 2016 
 Mengecek data rekapitulasi 
pajak Kendaraan Dinas 
Operasional 
 Mempelajari alur jurnal yang 
berlaku di biro AKAS 
Ibu Pur 
11. Senin 1 Agustus 2016 
 Melaksanakan APEL pagi 
 Mempelajari Matriks yang 
berlaku di Biro AKAS 
Ibu Pur 
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 Fotokopi neraca lajur Biro 
AKAS tahun 2016 dan 
Laporan Konsolidasi tahun 
2015 
 Mencocokkan data neraca 
lajur dengan rekapitulasi 
konsolidasi 
12. Selasa 2 Agustus 2016 
 Mempelajari bagian anggaran 
dan audit pada Laporan 
Konsolidasi 
 Fotokopi surat penerimaan 
hasil kerja tenaga ahli 
Ibu Pur 
13. Rabu 3 Agustus 2016 
 Mengoreksi neraca lajur biro 
Umum, Dikmental, ORB, 
Kesejahteraan Sosial dan 
Perekonomian pada Laporan 
Konsolidasi tahun 2016 
Ibu Pur 
14. Kamis 4 Agustus 2016 
 Mengoreksi data laporan 
keuangan pada CALK Biro 
AKAS 
Ibu Pur 
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 Mengoreksi neraca lajur Biro 
Umum pada laporan 
konsolidasi 
15. Jumat 5 Agustus 2016 
 Mengecek dan mengedit 
Matriks laporan keuangan per 
biro dengan Matriks kertas 
kerja Laporan Keuangan 
Konsolidasi 
 Menginput rekapitulasi 
realisasi belanja 10 biro 
 Menginput data persediaan 
Biro AKAS di CALK 
Ibu Pur 
16. Senin 8 Agustus 2016 
 Melaksanakan APEL pagi 
 Mengikuti rapat Rekonsiliasi 
Belanja Biro-Biro semester I  
di lingkungan Setda 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta tahun anggaran 2016  
Ibu Pur 
17. Selasa 9 Agustus 2016 
 Mencatat surat masuk di 
subbagian Aset Setda 
Ibu Pur 
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18. Rabu 10 Agustus 2016 
 Mencacah barang Aset Setda 
(memberi label pada aset Biro 
Umum) 
Ibu Pur 
19. Kamis 11 Agustus 2016 
 Merekapitulasi mutasi aset 
setiap biro 
 Menginput data Laporan 
Keuangan pada CALK 
Konsolidasi 
 Mengarsipkan data laporan 
tenaga ahli 
Ibu Pur 
20. Jumat 12 Agustus 2016 
 Melengkapi berkas pada 6 
Biro untuk penyusunan 
Laporan Keuangan 
SKPD/UKPD semester I 
tahun Anggaran 2016 
Ibu Pur 
21. Senin 15 Agustus 2016 
 Melaksanakan APEL pagi 
 Menyusun data lampiran 
untuk Laporan Kapitalisasi  
Belanja Modal 10 Biro 
Ibu Pur 
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22. Selasa 16 Agustus 2016 
 
 Menyusun data lampiran 
untuk buku Laporan 
Keuangan AKAS semester I 
tahun 2016 
 Mengarsip data Kendaraan 
Dinas Operasional 
Ibu Pur 
23. Rabu 17 Agustus 2016 HARI LIBUR NASIONAL - 
24. Kamis 18 Agustus 2016 
 Melengkapi berkas pada 4 
Biro untuk penyusunan 
Laporan Keuangan 
SKPD/UKPD semester I 
tahun Anggaran 2016 
Ibu Pur 
25. Jumat 19 Agustus 2016 
 Membuat surat pernyataan 
bahwa sudah melaksanakan 
PKL selama 1 bulan 
Ibu Pur 
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Lampiran 10 
Struktur Organisasi 
STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET SETDA 
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 
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Lampiran 11 
Buku Kas Umum 
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Lampiran 12 
Tampilan Sistem 
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Lampiran 13 
Format Laporan Realisasi Anggaran Biro AKAS  
 
 
68 
 
Lampiran 14 
Format Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi 
  
 69 
 
Lampiran 15 
Format Neraca Biro AKAS  
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Lampiran 16 
Format Neraca Konsolidasi 
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Lampiran 17 
Format Laporan Perubahan Ekuitas Biro AKAS 
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Lampiran 18 
Format Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi 
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Lampiran 19 
Format Laporan Operasional Biro AKAS  
 
 
74 
 
Lampiran 20 
Format Laporan Operasional Konsolidasi 
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Lampiran 21 
Neraca Lajur Biro AKAS 
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